PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL '




KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten
Natuna Tahun 2026 dapat tersusun sesuai dengan amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun
2026  dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program,
kegiatan, dan indikator (tolak ukur) kinerja kegiatan Dinas Sosial Kabupaten
Natuna dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana
Kerja ini diharapkan dapat dijadikan dasar penyusunan anggaran oleh Dinas
Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026 dan melalui dokumen ini pihak yang
berkepentingan dapat memperoleh informasi secara transparan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan yang membutuhkan
perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan ini. Kami ucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan
dukungan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Natuna Tahun 2026.

Ranai, 24 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna

NTI SP., M.A.P
Per[fbma Utama Muda
NIP. 19750706 200003 2 008
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten

Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Natuna yang kemudian dijabarkan dengan

Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah

Kabupaten Natuna dan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang

kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun

2022. Kemudian di ubah kembali berdasarkan Peraturan Bupati Natuna

nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, tugas dan fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan
evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;

b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan
teknis di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, dan Bidang
Pemberdayaan dan Jaminan Sosial;

c. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan
pelayanan umum di bidang Sosial;

d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.;



Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial
merupakan penjabaran Renstra Dinas Sosial yang mengacu pada
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Dinas
Sosial memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan
dikerjakan oleh Dinas Sosial dalam satu tahun anggaran sekaligus
menjawab pertanyaan apa  yang menjadi tujuan, sasaran
peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu Renja Dinas Sosial
Mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat
Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna
diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan
Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD, dan Penetapan Renja
melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
Persiapan Penyusunan Renja Dinas Sosial mencakup :
1) Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang
pembentukan tim Penyusun Renja;
2) Orientasi mengenai Renja;
3) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
4) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah.
2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial meliputi:
1) Perumusan Rancangan Renja, dan
2) Penyajian Rancangan Renja.
Perumusan rancangan Renja Dinas Sosial mencakup :
a) Pengolahan data dan informasi;
b) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu

berdasarkan Renstra;



) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;

d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
) Perumusan tujuan dan sasaran;

f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

g) Perumusan kegiatan prioritas;

h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;

i) Penyempurnaan rancangan Renja;

j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah; dan

k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas

dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

daerah.

Forum Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
musrenbang kecamatan. Dalam Forum  Perangkat Daerah ini
rancangan Renja Dinas Sosial dibahas, sehingga diperoleh
masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja

Perangkat Daerah.

Penetapan Renja SKPD
Pada tahap 1ini, rancangan Renja Dinas Sosial yang telah
disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk
memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Renja Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD
Kabupaten Natuna, Renstra Dinas Sosial, dengan Renja
Kementerian/Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada
Rancangan Awal RKPD, dan memperhatikan dokumen Renstra Dinas
Sosial tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian/Lembaga tahun
2020 - 2024. Renja Dinas Sosial selanjutnya menjadi bahan dalam
penyusunan RKA dan DPA.



1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
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10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020

Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi
Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Eevaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017 Nomor 43);
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2024 Nomor 49);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026
(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna
Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
6



20.

Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2023 Nomor 274);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2024 Nomor 318).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial

Kabupaten Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan,

sasaran dan program kegiatan Dinas Sosial ke dalam rencana

tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan

pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

a.

Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Dinas
Sosial ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu
dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Sosial;

Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja

tahun 2026;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten

Natuna tahun 2026 sebagai berikut:

Bab 1

Bab II

Pendahuluan, ©berisi tentang latar Dbelakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat
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Bab III

Bab IV

Bab V

Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Tahun
2026, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2026

Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Sosial Tahun 2026.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024
menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan
di Dinas Sosial Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Dinas Sosial
Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar
Rp.8.779.132.190,00 dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.7.089.175.066,00 atau sebesar 80,75%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja
tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

1. Daftar program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan meliputi :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
e Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

e Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

e Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

e Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

e Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD



4)

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah  Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

S)

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

b. Program Pemberdayaan Sosial

1)

Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

c. Program Rehabilitasi Sosial

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,
dan Sosial
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e Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

e Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

e Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

e Sub KegiatanFasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

e Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

e. Program Penanganan Bencana
1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Sosial Kabupaten/Kota
e Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten//Kota
e Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
Kampung Siaga Bencana
f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
e Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Sosial. Capaian Renstra secara umum telah berjalan dengan baik,
dengan capaian pada seluruh kegiatan telah mencapai 86,56 persen,
bahkan sebagian diantaranya telah melebihi target kinerja maupun
anggaran yang direncanakan dalam Renstra.
3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil pada penyusunan Renja tahun 2026 yaitu perlu dilakukan
sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung

capaian target kinerja.
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Secara rinci Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2024 terlihat pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2024

Target Renstra PD pada Tahun Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan [ Tingkat Capaian Kineria don
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan' Sub Realisasi capalan kinerja Renstra| Targot Kinerja Angaran Renja Porangkat Daerah Tahun Berjalan Reallsasi Kinerja Renstra PD | Tingkat Capalan Kinerja Renstra
Kode sasaran | UrusanBidang Unusan Pemerintahan ProgramKegiatan Satuan 2021 5id 2026 (periode renstra Anggaran Renja PD yang Realisasi Anggaran Renja 2024 Ketorangan
Kegiatan (Output) PD sampai dengan Tahun 2023 (Tahun 2024) yang dievaluasi =4 Tahun 2024 PD s Tahun 2024
rD) " w yang dievaluasi (%)
s 7 g w© " 3127 x100 pr==r 51452100
[ e O Re . Rp Ronia « Rp OPA [ Re o e W e W ) W e W "o - Re 0 e
1 2 3 4 a 16
o [URUSAN PEMERINTAHAN WAJIE YANG
[DENGAN PELAYANAN DASAR
=3 [URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
10601 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | Nilal Laporan LKIP Nital 79.00 58,210,000 7315 41,766,504 79.00 58,210,000 79.00 26,406,200 78.05 5374869  78.05 42,350 78.05 924704 78,05 2 D 810469 .80 0.9 7805 at,766504 9880 775
[oAERAH KaBUPATENKOTA
0601201, P erencanaan, Penganggaran, dan Evalussi Kinerja P ersentase Realisasi Kinerja Peranghat Dacrah Persen 00 6,210,000 100 1,756,504 100 58,210, 00 26406200 100 s7a0ed 100 2235 100 w2470 100 sz 100 B1o40d 100,00 0.9 00 1,756,504 100,00 s
Porangkat Dacrah
T-06.01.2.01.05 [Koorinas! dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan _[Joman Laporan Capaian Kinerja dan Khtsar Realsast Taporan B 521000 4 EIRCET o000 2 E3E: X I [GET B (2R B Taz] 2 5906 10000 056 g T7e650] 30000 7175
[hisar Realsasi Kinerja SKPD. Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordnas! Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Khtisar Realisasi Kinerja SKPD
0601 [PROGRAM PENUNJANG URUSAN Porson s 4,366,251,400 100 10,950,020,152 85 aimoeosert| 85 aesat6233 85 101,436,000 85 190,036,344 85 1,003,669,15 85 sos,021,00 85 4082062674 100.00 o763 s 10,950,920,15]  100.00 25081
oaERan sesusi S0P
[1.06.01.2.02. [Raministrast Kousngan Keuangan Tepat Waktu T 2 1 1 3,478,365, 1 Ssesizz| 1 o rszesd 1 7352529 1 orz17659 1 3,265,963,130  100.00 a8 1 srrresTe] 100,00 2,75
Poranghat Dacrah
77060120201 [Penyedaan Gall dan Tunjangan ASN [Jumiah Orang yang Menerima Gall dan Tunjangan ASN "Orang) bulan o 309,820,000 40 577,857,632 19 [3,039,820,000 0 Samseon] 22 Seen | 2 ECEE B EIETET ) R 265,963,130 11579 g £l 7778576 11579 78876
1.06.01.2.05. [aministrasi Kepegawaian Perangkat Dacrah Porsentase aparatur yang borsertifikasi Persen e 30,000,000 95 220,072 11 25,000, 1 77,250, o s00,00d 13.63 as16,52] 2272 1200004 2272 = e w9,22007] 206,55 a7z Ex) s9,220,07]  206.55 97.40
T06.01.2.05.11 [Brmbingan Tekris \mplementas! Peraturan Perundang- [ Jumiah Orang yang Mengiat Smbingan Tekris Orang B 30.000.000] 2 s9220072| 2 w5.000,000[ 2 77250000 0 00 3 o] 2 T200.00] o T s 922007 250.00 2 g 59220070 25000 197,40
indangan Implementas! Peraturan Perundang-Undangan
.06.01.2.06. (dministrasi Umum Porangkat Daorah Porsontase ponyediaan sarana administrasi umum Persen ™ arrt,a00] 100 sasrizon| 75 as,gssori| 75 503303469 75 assmar] 15 ss00352d 75 s 75 77,708, s 294,046,220  100.00 X s saa 11301 100,00 10783
perkantoran
7.06.01.2.06.02 [Penyedaan Peraitan dan Perlengkapan Kantor [Jumiah Paket Peraiatan dan Perkngkapan Kantor yang Paket T o000 o EZXTeT] I EOCTXT 3T T ) CECE: ) 70,586, 0 CECES ) o165 40000 3 B 528,820 48] 1,300.00 7672
Discdakan
T-06.01.2.06.03. [Penyedan Peraitan Rumah Tangga [Jormiah Paker Peraatan Rumah Tangga yang Disedakan Paket T 25,000,000 o 5000000 1 g 000 000 g 000 000
1.06.01.2.06.04 [Penyediaan Sanan Logisth Kantar [Juman Paket Sahan Logistk Kantor yang Disedakan Paket T T2.000.00] 2 Zisi7.000] 1 2000000 1 g g o o o 000 000 z Z1517.00 20000 17931
1.06.01.2.06.05 [Penyedaan barang Cetakan dan Penggandaan (umia Paket Barang Cetakan dan Pengoandaan yang Paket 3 S2066400| 6 COIET T EEXE S70250 3 EERE E) 76350 0 3 25775 100,00 a0 g G061095 30000 183,86
Disediakan
1.06.01.2.06.06. Peryediaan Bahan Sacaan dan Peraturan Perundang Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Dokumen T 000000 2 EZEETXTT I Zoo000e| 1 Tos000d 0 o T 10,400, o T To.00004 100,00 100,00 3 32,350,000 300.00 26958
undangan Undangan yang Disediakan
1.06.01.2.06.07. Peryediaan Sanan Material [Jomiah Paket Sahan) Materil yang Dsediakan Paket T o 0000000 1 g 000 000 g 000 0.00
1.06.01.2.06.05. Rapat Koordias| dan Konsufasi SKPD__|Jumai Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordnas! dan Taporan 2 53 “osso0ss0] 28 R XX D ECE G EXGEGZ S 77002128 28 60300404 74 2108 26429 5585 209 oss00ss] 74643 Te2.24
Konsuhasi SKPD
1.06.01.2.06.10 [Penatavsahaan A Dinamis pada SKPD umiah Dokumen Penataus ahaan Arsip Dinams pada SKPD Dokumen s 30,000,000 6 630000 6 50,000,000 6 womso] 6 © Tso000d 6 G G Ts00.00] 10000 3021 2 Ga000] 20000 70
1.06.01.2.07. P engadaan Barang Milik Urusan barang milik Persen 55 450,000,000 100.84 189,060,206 55 20,700,000 | 55 77,200,000 60.18 o633 6018 0,063,334 6018 1492669 63.03 1,075, ) 46,928,330  114.60 0.7 6303 189,000,23 11460 2o
P omerintah Daerah
1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan _[Jumiah Unt Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan U T 75,000,000 o 1 35000000 1 o 0.00 0.00 o 0.00 0.00
vang Disedakan
1.06.01.2.07.05 [Pengadaan Mebel [Jumiah Paket Mebel yang Disedakan Ut 0 75000000 7 oz 10 600,000 10 063000 o w1 s 1 =z Bl Torsood 1 772554 1000 7687 5 o2 5000 2053
1.06.01.2.07.05 [Pengacaan Perattan dan Mesin Lamnya [Jurmah Unt Peraiatan dan Mesin Lamnya yang Disedakan U 0 150,000,000 18 [ESEET ) 12500000 10 BEEXT: 6 26200000 o 5 G z6.200000 6000 BED 2 134515950 240,00 59.68
1.06.01.2.07.07 [Pengacaan Aset Tetap Lanmya Jumiah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disedakan i B 50,000,000 10 ne0000| s seo000 s o000 0 T Somod 0 T T Soo000] 20,00 100.00 u Te2000d 22000 20
1.06.01.2.08. B Persen o 240,000,000| 100 127,375,129 66 2300000 | 66 2m0,205209 70 se53354 70 o130 70 o320 70 28022 70 258,555,117 106.06 940 ) T27,375,12] 10608 303.07
perkantoran
1:06.01.2.08.01 [Penyedaan Jasa Surat Menyurat Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Caporan T so00.000| 2 CORZZXET Goo0.000] 1 Fos000] 1 S0 1 Bz B Toszasd 1 [EZCT I 2840040 100,00 79,66 3 50,747,131 300.00 T7009.34
1.06.01.2.05.02 [Penyedinan Jasa Komunkas!, Sumber Daya Ar dan Listrk [ Jomlah Laporan Penyedaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Caporan T Tooo00[ 1 aesoo| 1 Too0.000[ 1 BEXE K Zsod 1 2600 1 2 T T s07500  100.00 599 2 a6s0] 200,00 w65
Ar dan Listrk yang Disedakan
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argot Renstra PD pada Tahun Realisas Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinodja dan | Tingkat Capaian Kineia dan
Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan Sub o Realisasi capaian kinerja Renstra | Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daersh Tahun Berjalan reia pade opatan Kner opan Hiner Reslisasi Kinerja Renstra PD | Tingkat Capaian Kinerja Renstra
Kode Sasaran | UrusanBidang Urusan Pemerintahan ProgramKogiatan Satian 2021 it 2025 poriode renstra Anggaran Rorja PD yang | - Realisasi Anggaran Renja 2024 Keterangan
Kegiatan (Outpt) PD sampal dengan Tabun 2023 (Tabun 2024) yang dievaluasi d Tabun 2028 PD s Tatun 2028
P0) " " w diovalussi yong diovauasi (%)
s 7 B o T grmrr T w00 r==n Ty
« ) « ™ « R Reomia x RpoPA x ™ « ) « ) « ) « ) « ) G ™ O )
1 2 s . @ 1
1.06.01.2.08.04 [Penyedaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Jumiah Laporan Penyedaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Taporan 2 23,000,000 2% 3RS IS 231,000,000 2 PEGIEE: ) EHIES E GRS I GRS E GAIES IS 2987.214 100,00 252 3% 66,181,490 300.00 773
yang Disedakan
Tonotz0n usan Porsen ™ 22000 150 Er o0 | 7 XTI w7 Tsaraed 75 Er K oo 75 Toromed o000 7% 7 232040 o000 19605
P emerintatan Dacrsh urusan perkantoran
1.06.01.2.09.02. [Penyedaan Jasa Pemelharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak |Jumiah Kendaraan Dinas Operasional ata Lapangan yang Uik 2 23200000 5 180366597 2 2 R B EEECRIE ) 007,468 3 sisd 3 50826917 3 108372300 150.00 w265 5 180,366,590 400.00 77744
an Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [Dipelhara dan deayarkan Pajak dan periznannya
1-06.01.2.09.06. [Pemeliharaan Peraatan dan Mesin Lanmya Jumiah Peraitan dan Wesin Lamnya yang Dipelhara Uni 5 Go00.000] 8 2750000 5 5,000,000 5 0000000 2 2700004 3 500000 5 T7s000d 0 Ses000d 10 5.800.000 20000 98.00 s 23750000 360.00 395.83
106020505 Femelarsan | Rehabitas Gedung Kantor dan Barguman | Jumiah Gedung Kartor dan Ganguran ey yang T 7 55,000,000 C EXT g 7w T g T T
Lanmya Dipeltra Drehabitasi
T.06.01.2,09.11 [Pemeliharaan Rehabiltas| Sarana dan Prasarana Pendukung [Jumiah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Ui 5 50,000,000) AT 50,000,000 5 0776000 0 0 T EERERT: ] 0 w9177 80.00 .80 B w9177.45 100,00 %35
Gecung Kantor atau Bangunan Lainya stau Bangunan Lainya yang Dipebrara) Dirhabitas:
oe0z FrocRAM SosiaL Porsen E) prr a7 50 0000 | 50 masad % woad % woad % s 50 was] 50 o062y 10000 are E) Ge07a] 5000 e
ton0zz0 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Scsial | dumian PSKS yang dikembangian PsKs 0 s R a0y 6 000 | 6 = B wad s wad s woq 6 wasd 6 2c062] 10000 ) 0 s e
Dserah Kabupstenkota
1.06.02.2.03.02 [Penngkatan Kemampuan Potens| Tenaga Kesejahteraan [Jumiah Tenaga Kesejahteraan Sosal Kecamatan Orang 3 96,200,000 o 1 100,000,000 |16 0 000 000 0 000 000
Sosia Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ota ewenangan Kabupaten Kota yang Meringkat Kapasasnya
ewenangan Kabupaten/ota
002005 Pennokatan Kemampuan Sumber Daya Vanusia dan _|Jumiah Serfiat yang GaiHasd Penngkatan Sumber Daya Sertiar 0 B B B B FEYTEE: I woa] 1 w1 [T [T a2 10000 o) Gae07s 10000 2%
Penguatan Lembaga Konsukasi Kesejaeraan Keiargs [ Manusa dan Lembaga Konsukasi Kesejabteraan Kebiarga
) (169 Kewenangan kabupaten;Kota
o608 [PROGRAM REWABILITASI SOSIAL Persentase Rehabilitast Sosial Dasar bagi Penyandang Persen 0 snoern 20 Tezsen] 10 00000000 | 100 z2sze| 100 sese0m2] 100 10912679 100 e 0870 100 %05,996,50  100.00 ) 10 Tz s 10000 wos
Disabilitas Tertantar, Ansk Terantar, Lanjut Usia
ertantar dan GEPENG il Panti Sosial
[toaoszor. Revabiitast Sosial Disabilitas Tetantar, Ansk Persen ) snoeron| 20 Tezz,552,850] 100 00000000 | 100 2z 10 e 100 109125759 100 Tor78876d 100 e 205,996,50  100.00 ) 0 Tz 520 10000 )
etantr, Ansk Tetantar, Lanjut Usia Tetantar, serta | Tetantar, Lanjut Usia Tertanta dan GEPENG diuar
 Gotandangan Pengemis di Luax Pant Sosial Pant Sosia yang terpenuti Kebutuan Dasamya
1.06.04.2.01.01 [Penyediaan Permakanan [Jumiah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Orang 0 50,000,000 0 o 10 70,000,000 10 Gaso0od 111 153 0 0 %4 2.640.00 0.00 %4 2.640.00 000
Permakanan Sesuai cengan Standr Giz Minimal
Kewenangan Kabupaten ota
G020 Fenyedaan Sandang o Orang yang Menerma Pakan dan Kelengkapan g M R o Soo000] 10 Toooood T 6] g g %0 Zi00 [ o 760,00 [
Lainnya yang Terseda dalam 1 Tahun Kewerangan
abupsten/Kora
G000 Fenyedian At sama o Orang yang Wendapatian At Santa dan At Sarmu g ) T 0000] 57 o030 30 ECCREE C ) e 0 EETET: ) Seseor] o CEE: ) S07e8.30] 810,00 X3 g KEYEET IEREE T
Peraga Sesuai kebututan Kewenangan Kabupaten/ Kota
G020 05 Pemberan Simbngan Fisk, Venta, Spesual,Gan Sosal |Jumiah Peserta Smbingan Fik, Mental Spirtualdan Sosal g E) BT (NED o000 | 50 2 B g g g g T [ O T T
ewenangan Kabupatenota
%0200 Femberan Simbngan Scsal kepads Kekargs Pemyandang |Jomia Peserta Smbingan Sl epaca Kekaras g E3 STon 00| 137 X D EXTT O g g g g w0 X3 7 ECXE EES o
isabicas Terantar, Ank Terntar, Lanjur Usia Terkntar, [ Penyandang Disabitas Teranar, Anak Terlantar, Lanjur
sera Gelandangan Pengerms dan Masyarakat Usia Tekntar, serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan Kabupaten Koa
R Femberan Pelyanan Penehisuran Keharga i Orang yang Mendapatkan Peayanan Penehisuran ang B 55,000,000 omsa s Sto0o0 |5 X o] o 0 [ DS G 2aenq 1w 7 G PXTERT NPT LX)
Keharga Kenenangan Kabupaten)Kota
T06.04.201.12 Femberan Layanan Roukan i Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Oang B s G oo s 00000 |5 [CEDE G T B0 (G mow] 6 w3216 12000 7009 0 sono] 200 2
Kabupsten/Kota
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1.06.04. [PROGRAM REHABILITASI SOSIAL P orsentaso Rehabilitasi Sosial Dasar bag! Poryandang Porsen 00 '50,000,000] o 10 %0 o 000 000 o 000 000
Masalah Kesejshtoraan Sosial (PMKS)
0608202 Renabititast Sosial Persen 00 50,000,000) o 0 00 o ) ) o ) )
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVIAIDS dan | (PMKS) yang direhabilitasi
NAPZA di Luar Panti Sosial
06 072 02,07 Femberian Layanan Data dan Pengadumn [Tomeh Orang yang Vendapatkan Layanan Data dan Sang e 50,000,000 C g g g 500 500 g 50 5%
Pengaduan Kewenangan Kabupaten; Kota
10605, [PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS Persen w000 135,000,000 .05 5,811,077,610 60.09 | 1,024,000,000 ) 23,605,704 9528 as5, 704,050 o328 507,096,121 9a.31 w0931 529 [T 1509603 15460 o543 Ex) semorre] 15460 430850
1.06.05.2.02. P engetotaan Porsen o83 135,000,000 5455 5,611,077,610] 64,93 |1,024,000,000 £y 239,605,700 100 ass,79405d 100 07,096,121 100 wnem3d 100 Tst65 100 1,530,960 15401 3 00 somomeq a0 430850
Kabupatenkota Terpadu Penanggulangan Kemiskinan
o605 202,05 Fasiast Bantuan Soval Kesejahieraan Kelaros (i Feluars Penerima Manfaat (RPVD yang Ketwaroa o7 55,000,000 T EECRIENES BT a0 | 2675 FEFIGICE I EETE s ETAE T TR TS EEETET T OEEEZE BT &n a1z EEEEIEAE: Iz Ern
Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten) Kota
T06.05.2.02.0% [Fastias Bantuan Pengembangan Ekonom Masyarakat |Jumah Orang Mendapatkan bantuan Pengembangan Grang £ 50,000,000 % 2057358455 50 50000000 |50 2 S X 5 550, g g 7m0 000 EXS % 057,358,059 4000 e Pemenunan
Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota requissi hbah
bansos bim sesual|
g perbup 61
dan 71 th
2021
10605, [PROGRAM PENANGANAN BENCANA P ersentase Korban Bencana Alam dan Soaial yang Persen 00 250,000,000 20 w24 704070 100 290,000,000 | 100 07,2000 100 281557 100 a5,994,311] 100 EXXC Y o283 100 69,196,704 100,00 2% 00 2479451 100.00 00,92
terpenuti Kebutuhan Dasamya.
06.06.2.01. P orlindungan Sosial Korban Boncana Alam dan Sosial | Porsentase Perlindungan Sosial Bagl Korban Bencana Porsen 00 200,000,000 200 228,028,465 100 190000000 | 100 300,000, 100 o045 100 a5z, 100 25,439,304 100 80850] 100 108,519,951 100.00 617 00 202806 100,00 101
KabupatenKota Alam dan Sosial
T06.06.2.01.01 Penvednan Makanan [Tomiah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Har Grang g 50,000,000 B3 PR 50,000,000 g 00,000,000 22 Teosod 13 [EECT ) EEXEET D 808500 51 0551995 0.00 07 BE3 0] 000 W60
dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan
Kabupaten/Kota
7.06.06.2.01.02 Peryedaan Sandang [Jomiah Orang yang Vendapatkan Pakaian dan Kekngkapan Cang g 50,000,000 C 70,000,000 0 g 500 500 g 500 500
Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
(Pengungsan) dan Pasca Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota
1-06.06.2.01.0% Penanganan Kiusus bag Kelompok Rentan (Jumiah Orang yang Mendapatkan Penanganan Knusus bagi Grang g 50,000,000 C 0,000,000 g g 500 G0 g 500 500
Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten) Kota
1-06.06.2.01.05 [Peiayanan Dukungan Pskosos [Jomiah Koroan Bencana yang Mendapatkan Layanan Orang o 50,000,000 C T00000 0 o 000 000 g 000 000
Dukungan Psikososil Kewenangan Kabupaten/ Kota
06.06.2.02. Toadap | Jumian Boncans Desa 1 50,000,000 2 96,766,405 1 10000000 | 1 orz9,0 1 soroer] 1 1ees,0ed 1 zozesd 1 w55 1 c0.676,75]  100.00 2 1 196,766,409  100.00 39353
Kosiapsiagaan Boncana Kabupateniota
T06.06.2.02.01 [Koordinasi, Sosatsast dan Pelaksanaan Kampung Saga | Jumia Kampung yang Melaksanakan Koordnasi, Sosasast Kampung T 50,000,000 T 96,766,405 1 700,000,000 T 722901 0 550579 0 I B T c0676.75] 100,00 Exy 2 96,766,404 200,00 39553 ks anakan d W
encana dan Pelaksanaan Kampung Siaga Sencans Kewenangan I
Kabupaten(Kota
1.06.07. [PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Porsentaso Taman Makan Pahlawan yang dikelola Porsen 100 20,000,000 200 ‘60,144,009 100 50,000,000 | 100 24,761, 100 1a08d 100 2985 100 stez.06] 100 792 100 34891260  100.00 .95 100 c0,144064  100.00 %072
P anLAWAN
06.07.2.01. P emelinaraan Taman Makam Pahizwan Nasional P ersentase Taman Makam Pahiawan yang dipelihars Persen 100 20,000,000 20 0,144,009 100 50,000,000 | 100 aa7or00d 100 La0eq 100 T84 100 Stoozee] 100 7 100 Saoor,ze]  100.00 .95 00 0,144,004 100.00 0072
Kabupatenkota
1.06.07.2.01.02 [Pemetharaan Taman Makam Pahiawan Nasional Kabupaten |Jumlah Makam yang Terpenuh Pemeiharannya pada Tamar] Vakam I 20,000,000 2 coraaoes| 1 50,000,000 w o] 11 I 22X Bl Sioozee] 11 2 B Seso126] 100,00 7795 B Go1aa06] 30000 0072
| Kot Makam pahlawan Kabupaten, Kota
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengubah pola
perencanaan yang ada, dimana SKPD menyusun perencanaan
berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun
merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan
pendekatan  politik, pendekatan teknokratik, pendekatan
partisipatif serta pendekatan bottom-up dan top down, yang
dikenal dengan istilah shopping list key working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih
banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini
seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.
Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran
pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang
diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan,
sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat
dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang
memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang
lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti
kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat
kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini
Dinas Sosial yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah
yang mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas
Sosial mempunyai tujuan dan sasaran yang akan di capai, sebagai
berikut :

Tujuan yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima
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Sasaran yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
2. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Untuk lebih jelasnya, pencapaian indikator-indikator
sasaran tersebut diuraikan dalam tabel capaian kinerja

pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024.
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Secara rinci capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

. 2022 2023 2024
NO Tujuan Indikator Sasaran Indikator K::,.:IISI
Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian
1 Meningkatkan | Persentase Penguatan Persentase
Kesejahteraan | Penanganan Pelaksanaan Pemenuhan
Sosial Pemerlu Perlindungan, | Kebutuhan
Pelayanan Rehabilitasi Dasar
Kesejahteraan | dan Jaminan | Pemerlu 50,41 50.95 77.21 152 51.04 75.44 148 51.13 77.70 152
Sosial (PPKS) Sosial Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
2 Meningkatkan | Nilai SAKIP Meningkatnya | Nilai Evaluasi
Birokrasi Kinerja SAKIP
yang Bersih Pemerintah 78.28 | 78.80 | 73.15 92.83 79 78.05 98.80 75.05 94.40
dan Daerah 79.50
Akuntabel
3 Terwujudnya Indeks Meningkatnya | Indeks
Pelayanan Pelayanan Kepuasan Kepuasan
Publik yang Publik Masyarakat Masyarakat 3,46 3.46 3.48 101 3.47 3.47 100 3.48 3.63 104
Prima
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal-hal
Kritis terkait Pelayanan Daerah

Dinas Sosial telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi utamanya
dalam upaya menunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang sosial dengan sangat baik. Hal tersebut tercermin dalam
capaian indikator yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial. Pencapaian
indikator Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2024 sangat tinggi,
ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2024

No Sasaran Indikator Satuan | Target | Realisasi | Capaian
1 | Penguatan Persentase
Pelaksanaan Pemenuhan
Perlindungan, | Kebutuhan
Rehabilitasi Dasar
dan Jaminan | Pemerlu Persen | 51.13 77.70 152
Sosial Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)
2 | Meningkatnya | Nilai Evaluasi
Kinerja SAKIP
Pemerintah Nilai 75.05 94.40
Daerah 79.50
3 | Meningkatnya | Indeks
Kepuasan Kepuasan .
Masyarakat Masyarakat Nilai 3.48 3.63 104

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten
Natuna Tahun 2024 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran
berkriteria sangat memuaskan, dengan rata-rata capaian sebesar 116%.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian
hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap
pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-
isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Sosial Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan
hambatan atas

permasalahan, pelaksanaan program dan kegiatan
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penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta

capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan

yaitu sebagai berikut:

a.

Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial
adalah sebagai berikut :

e Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan

sosial didaerah dan nasional

e Banyaknya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, tetapi

cakupannya penanganannya masih rendah

Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan
oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan
Belum optimalnya pemberdayaan PSKS.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas

Sosial adalah sebagai berikut :

e Adanya perubahan kebijakan dari tingkat pusat yang belum tentu

sesuai dengan kondisi daerah

e Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian

Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah

e Kurangnya SDM dan personil yang menangani permasalahan sosial

secara khusus

Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai

berikut:

e Adanya dukungan Program dan Anggaran baik dari pemerintah
Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat untuk mendorong program percepatan
pengentasan kemiskinan di daerah khususnya dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya dan inklusivitas bagi penduduk miskin dan
rentan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya.

e Kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan
jaminan sosial
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e Adanya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan
dasar
Beberapa isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai berikut :
e Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial
e Belum optimalnya pemberdayaan PSKS

e Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung PPKS

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun
2024, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal
ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan subkegiatan dalam
rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai

dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat
merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait
kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun
yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Pada tahun 2026 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari
pemangku kepentingan khususnya di bidang Sosial.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2026
dari Pemangku Kepentingan

No | Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Besaran/Volume | Catatan
Kinerja
1 2 3 4 5 6
Tidak ada Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak
ada ada
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas
2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu,
Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara
dengan pendapaten per kapita setara negara-negara maju yang disertai
kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, Negara yang
berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, Negara yang
memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang
berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran

Utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah:

—

. Pendapatan per kapita setara denga Negara maju

2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang

3. Kepemimpinan dan penganruh di dubiainternasional meningkat
4. Daya saing sumber daya manusia meningkat

5. Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Dalam RPJPN Tahun 2025-2045 telah dirumuskan strategi besar
untuk Mencapai Visi Indonesia Emas 2045 melalui 8 misi agenda
pembangunan, diantaranya:

. Transformasi Sosial

. Transformasi Ekonomi

. Transformasi Tata Kelola

. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

o U AW N =

Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan
Berkeadilan
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah
Lingkungan

8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia
Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti

pembangunan memerlukan kerja sama seuluruh putra-putri terbaik
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bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah

dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia

setara Negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi

Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
(HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan
pengembangan infrastruktur

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,
teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai
tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi
dan pemberantasan kemiskinan

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta
memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan
lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi
antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan

Makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,
dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahun.
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Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan
dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga

mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan
kondisi

diharapkan dapat menunjuk suatu

ke

yang ingin

dicapai depan atau mengarahkan perumusan sasaran

tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan. Tujuan Dinas
Sosial Kabupaten Natuna konsisten pokok dan
kolektif

perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Sosial adalah

dengan tugas
fungsinya secara menggambarkan arah strategisnya dan
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dengan indikator tujuan sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Dinas Sosial Tahun 2026

1. Misi Ke 1 Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan
Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan
2. Misi ke 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan

Berbasis Teknologi

Tujuan Indikator Tujuan Rumus Target
Perhitungan
Meningkatkan Indeks Dihitung BPS 15.988
Kesejahteraan Pengeluaran Riil
Sosial Melalui | Indeks Pelayanan | Hasil Pemantauan 4,48
Pelayanan Publik | Publik dan Evaluasi
yang Akuntabel Kinerja
Penyelenggaraan
Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah
Nilai Sakip Nilai Evaluasi dari 78,75
Inspektorat

3.2.1 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk
jangka waktu 1 (satu) (lima) tahun.

sampai dengan 5

Dengan demikian Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara
terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S (lima) tahun ke depan.
Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses
perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau

operasional organisasi.
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Sasaran Dinas Sosial merupakan gambaran yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1
(satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang
telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja
diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun
kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan
klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan
pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan,
program dan kebijakan. Penetapanan indikator kinerja harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan
dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk
periode Renstra 2025-2029, beserta indikator capaiannya diharapkan
dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, sehingga bersifat
spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai. Sasaran yang akan

dicapai pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sasaran Dinas Sosial Tahun 2026

Sasaran Indikator Rumus Perhitungan Target
Meningkatnya Persentase Jumlah Pemerlu 72,21
Penanganan Penanganan Pelayanan
Pemerlu Pelayanan | Pemerlu Pelayanan | Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Kesejahteraan (PPKS) yang
Sosial (PPKS) Sosial (PPKS) tertangani/ Jumlah

seluruh Pemerlu
Pelayanan

Kesejahteraan Sosial
dalam satu tahun x

100
Meningkatnya Indeks  Pelayanan | Hasil Pemanatauan 4,59
Kinerja dan | Publik Perangkat | dan Evaluasi Kinerja
Layanan Publik | Daerah Penyelenggaraan
Perangkat Daerah Pelayanan Publik
Perangkat Daerah
Nilai SAKIP | LHE Sakip dari 78,75
Perangkat Daerah Inspektorat Daerah
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3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap
Rumusan Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Natuna
pada tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Mengarah pada Dinas Sosial yang mengarah pada pencapaian visi dan
misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna
tahun 2025-2029

2. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis
dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna
sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2025-2029

3.3.2 Uraian Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan guna mencapai
sasaran dan tujuan tertentu. Program kemudian dijabarkan dalam
beberapa kegiatan dan subkegiatan sebagai bagian dari pencapaian
sasaran yang lebih terukur. Anggaran untuk melaksanakan 4 (empat)
program, 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2026
secara keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026

Tabel 3.3
Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tahun 2026
No Urusan/Bidang Jumlah (RP) Sumber
Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan

Urusan Pemerintahan Wajib yang 7.370.303.437
Berkaitan dengan Pelauanan Dasar

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 7.370.303.437

1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan 3.933.773.337
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan 10.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 10.000.000 APBD

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan 3.196.246.026

Perangkat Daerah

Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 3.196.246.026 APBD
ASN
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No Urusan/Bidang Jumlah (RP) Sumber
Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 85.155.100
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 9.999.600 APBD
Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 9.532.000 APBD
dan Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material 1.000.000 APBD
Sub  Kegiatan Penyelenggaraan  Rapat 64.221.000 APBD
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis 402.500 APBD
pada SKPD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 195.322.211
Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 10.600.000 APBD
Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 5.129.211 APBD
Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 179.593.000 APBD
Umum Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 447.050.000
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 43.053.500 APBD
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 4.000.000 APBD
Mesin Lainnya
Sub  Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 399.996.500 APBD
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2 | Program Rehabilitasi Sosial 146.289.600
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar 146.289.600
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu 49.979.100 APBD
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan 49.975.000 APBD
Penelusuran Keluarga
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan 46.335.500 APBD
3 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.170.241.300
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak 121.331.000
Terlantar
Sub Kegiatan = Pemantauan  Terhadap 121.331.000 APBD
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin 3.048.910.300
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan 275.990.300 APBD
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial 2.772.920.000 APBD
Kesejahteraan Keluarga
4 | Progran Penanganan Bencana 100.001.000
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban 100.001.000
Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan 100.001.000 APBD
S5 | Program Pengelolaan Taman Makam 19.998.200
Pahlawan
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam 19.998.200
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No Urusan/Bidang Jumlah (RP) Sumber
Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan

Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan 19.998.200 APBD
Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten /Kota

TOTAL 7.370.303.437

3.4 Cascading dan Crosscutting

Salah satu sub komponen dalam perencanaan adalah mengukur
sejauhmana perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,
yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART,
menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta
memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
3.4.1 Cascading

Cascading Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah proses
penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja
Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai
yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1 Cascading Dinas Sosial Tahun
2026.
3.4.2 Crosscutting

Crosscutting Dinas Sosial Tahun 2026 menggambarkan
pencapaian target kinerja dipengaruhi oleh factor-faktor yang beririsan
secara horizontal tidak selalu secara vertical (secara hirarki structural)
sehingga dapat mengidentifikasi isu kinerja secara lebih menyeluruh.
Bagan Cross Cutting dapat dilihat pada Gambar 3.2 Crosscutting Kinerja
Program Dinas Sosial Tahun 2026.
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Gambar 3.1
Cascading Dinas Sosial Tahun 2026

DINAS SOSIAL

Misi RPIMD:

1. Meningkatkan Perekonomian Berbasis

Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang
Berwawasan Lingkungan

Tujuan RPIMD:
Tingkat Kemiskinan

Sasaran RPIMD:
Meningkatnya Standar Hidup Layak
asyarakat

I
| 1

Sasaran Program ran Programs
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pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti X
Target : 100 % EEStRo0 Target : 100 %
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Sasaran SubKegiatan
Sasaran Sub Kegiatan
. N Hari dalamMasa Tanggap Darurat Pengungsian)
SrrrETE e Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang. Kewenangan Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan
Sasaran Sub Kegiatan i " e Indikator : Jumlah Orangyang Mendapatkan Permakanan
Terpenuhinya Orangyang Mendapatkan AlatBantu dan Alat — 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Indikator : Jumiahanak terlantar yangterpantau dan i Ly U R (L ey sl K:;;pnenlkm
Kabupaten/Kota terpelihara kewenangan Kabu (ota Jarget : rang
- PR T Lk Kewenangan Kabupaten/Kota
Indlkamr'lumlahoranlyanl Mendapatkan AlatBantu dan .
‘Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan TErG:s SSEET
Kabupaten/Kota
Target : 150Orang
Sasaran Sub Kegiatan
Terpenuhinya Orangyang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Sasaran Sub Kegiatan Inikator s umiah Orang Mendapatkan Bant
Teensing Gy vt pd T
Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/kots
Target : 50 Orang.

> Indikator : Jumlah Orangyang Mendapatkan Pelayanan

Target : 50rang.

SasaranSubKegiatan

Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Target : 50rang
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Gambar 3.2
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna pada

tahun 2026

Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan

terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial

Kabupaten Natuna pada Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

10.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.000.000,00

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

3.196.246.026,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif  yang diperlukan sebesar Rp.
3.196.246.026,00

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

85.155.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
9.999.600,00

b. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan
sebesar Rp. 9.532.000,00

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Kebutuhan Dana/Pagu
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Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 1.000.000,00

d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar
Rp. 64.221.000,00

e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
402.500,00

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
195.322.211,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 10.600.000,00

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar
Rp. 5.129.211,00

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
179.593.000,00

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

447.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub  Kegiatan Penyediaan Jasa  Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan
sebesar Rp. 43.053.500,00

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
4.000.000,00

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan
sebesar Rp. 399.996.500,00
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2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis

di Luar Panti Sosial

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

146.289.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 49.979.100,00

b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga,
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
49.975.000,00

c. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan, Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 46.335.500,00

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

121.331.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan
Anak Terlantar, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan
sebesar Rp. 121.331.000,00

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

3.048.910.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan
sebesar Rp. 275.990.300,00

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga,
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
2.772.920.000,00

4. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota
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Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.
100.001.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan, Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 100.001.000,00

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
e Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kabupaten/Kota

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang diperlukan sebesar Rp.

19.998.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif yang diperlukan sebesar Rp. 19.998.200,00.

Secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan serta Pagu Indikatif
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2026
serta prakiraan maju tahun 2027 tertuang dalam Tabel 4.1 Rencana
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten

Natuna Tahun 2026).
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Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /

INDIKATOR PROGRAM /

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

NO KODE OUTCOME / KEGIATAN / KE&?;Q?ASUB Tgl;;.‘séET PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI Sg%ﬁiR TARGET PAGI.:';F;I))IKATIF
SUB KEGIATAN
1 2 3 4 8 9 10 11 15 16
DINAS SOSIAL 7,370,303,437.00 8,762,629,300.00
1 URUSAN PEMERINTAHAN 3,763,061,311.00 4,814,742,300.00
WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN
DASAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN 3,763,061,311.00 4,814,742,300.00
BIDANG SOSIAL
1. 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG - - 326,531,211.00 1,302,965,000.00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01 Perencanaan, - - 10,000,000.00 21,000,000.00
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian 2 Laporan 10,000,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 21,000,000.00
Kinerja dan Ikhtisar Semua UMUM (DAU)
Realisasi Kinerja SKPD dan Kecamatan,
Laporan Hasil Koordinasi Semua
Penyusunan Laporan Kel/Desa
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - - 0.00 75,000,000.00
Perangkat Daerah
1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang 5 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 75,000,000.00
Mengikuti Bimbingan Teknis Semua UMUM (DAU)
Implementasi Peraturan Kecamatan,
Perundang-Undangan Semua
Kel/Desa
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1.06.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

74,155,500.00

348,265,000.00

1.06.01.2.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan d

an Penggandaan

Jumlah Paket Barang 3 Paket 9,532,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 30,000,000.00
Cetakan dan Penggandaan Semua UMUM (DAU)
yang Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga
Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 6,000,000.00
Bacaan dan Peraturan Semua UMUM (DAU)
Perundang-Undangan yang Kecamatan,
Disediakan Semua Kel/Desa
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan 28 Laporan 64,221,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 307,265,000.00
Penyelenggaraan Rapat Semua UMUM (DAU)
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD Semua Kel/Desa
1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen 6 Dokumen 402,500.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 5,000,000.00
Penatausahaan Arsip Semua UMUM (DAU)
Dinamis pada SKPD Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - - 0.00 549,500,000.00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan 2 Unit 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 70,000,000.00
Dinas Operasional atau Semua UMUM (DAU)
Lapangan yang Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang 5 Unit 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 130,000,000.00
Disediakan Semua UMUM (DAU)
Kecamatan,

Semua Kel/Desa
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1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 15 Unit 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 299,500,000.00
Lainnya yang Disediakan Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Semua Kel/Desa
1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1 Unit 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 50,000,000.00
Bangunan Lainnya yang Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - 195,322,211.00 229,000,000.00
Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 10,600,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 6,000,000.00
Surat Menyurat Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Semua Kel/Desa
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 1 Laporan 5,129,211.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 2,000,000.00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Listrik yang Disediakan Semua Kel/Desa
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 179,593,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 221,000,000.00
Pelayanan Umum Kantor yang Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Disediakan Semua Kel/Desa
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - 47,053,500.00 80,200,000.00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 3 Unit 43,053,500.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 24,200,000.00
Operasional atau Lapangan yang Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)

Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Semua Kel/Desa

37




1.06.01.2.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit 4,000,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 6,000,000.00
Lainnya yang Dipelihara Semua UMUM (DAU)
Kecamatan,
Semua Kel/Desa
1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 50,000,000.00
Pendukung Gedung Kantor atau Semua UMUM (DAU)
Bangunan Lainnya yang Kecamatan,
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Pemberdayaan 50 Persen 0.00 304,870,000.00
SOSIAL Sosial
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang 6 PSKS 0.00 304,870,000.00
Kesejahteraan Sosial Daerah dikembangkan
Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Jumlah Sumber Daya Manusia 1 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 304,870,000.00
dan Lembaga Konsultasi Semua UMUM (DAU)
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kecamatan,
yang mendapatkan Peningkatan Semua Kel/Desa
Kapasitas dan fasilitasi dalam
penanganan kasus Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI - - 146,289,600.00 1,503,564,300.00
SOSIAL
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar - - 146,289,600.00 1,503,564,300.00
Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan
Jumlah Orang yang Mendapatkan | 25 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 50,000,000.00
Pemenuhan Kebutuhan Semua UMUM (DAU)
Permakanan Sesuai dengan Kecamatan,

Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Semua Kel/Desa
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1.06.04.2.01.0002

Penyediaan Sandang

Jumlah Orang yang Menerima 10 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 30,000,000.00
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
yang Tersedia dalam 1 Tahun Semua Kel/Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu
Jumlah Orang yang Mendapatkan 150 Orang 49,979,100.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 611,830,000.00
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Sesuai kebutuhan Kewenangan Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, 50 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 194,000,000.00
Mental, Spiritual dan Sosial Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gel andangan Pengemis dan Masyarakat
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial | 90 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 180,000,000.00
kepada Keluarga Penyandang Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Disabilitas Terlantar, Anak Semua Kel/Desa
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
Jumlah Orang yang Mendapatkan | 5 Orang 49,975,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 159,534,300.00
Pelayanan Penelusuran Keluarga Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa
1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan
Jumlah Orang Mendapatkan 5 Orang 46,335,500.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 278,200,000.00
Layanan Rujukan Kewenangan Semua Kecamatan, | UMUM (DAU)

Kabupaten/Kota

Semua Kel/Desa
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1.06.05 PROGRAM - - 3,170,241,300.00 870,343,000.00
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak - - 121,331,000.00 100,000,000.00
Terlantar
1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
Jumlah Anak Terlantar yang 200 Orang 121,331,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 100,000,000.00
Terpantau dan Terpelihara Semua UMUM (DAU)
Kewenangan Kecamatan,
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir - - 3,048,910,300.00 770,343,000.00
Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Orang Mendapatkan 50 Orang 275,990,300.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 318,500,000.00
Bantuan Pengembangan Semua UMUM (DAU)
Ekonomi Masyarakat Kecamatan,
Kewenangan Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Penerima Manfaat 3268 Orang 2,772,920,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 304,548,000.00
(PM) yang Mendapatkan Semua UMUM (DAU)
Bantuan Sosial Kecamatan,
Kesejahteraan Keluarga Semua Kel/Desa
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Usulan 3268 Usulan 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 147,295,000.00
Penindaklayakan, Usulan Semua UMUM (DAU)
yang Terverifikasi dan Kecamatan,
Tervalidasi, dan Usulan Semua Kel/Desa
Perbaikan yang
dilaksanakan
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN | - - 100,001,000.00 383,000,000.00
BENCANA
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban - - 100,001,000.00 283,000,000.00

Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota
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1.06.06.2.01.0001

Penyediaan Makanan

Jumlah Orang yang 10 Orang 100,001,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 283,000,000.00
Mendapatkan Permakanan 3x1 Semua UMUM (DAU)
Hari dalam Masa Tanggap Kecamatan,
Darurat (Pengungsian) Semua Kel/Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan | - - 0.00 100,000,000.00
Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana
Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Jumlah Orang yang 17 Orang 0.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 100,000,000.00
Melaksanakan Koordinasi, Semua UMUM (DAU)
Sosialisasi dan Pelaksanaan Kecamatan,
Taruna Siaga Bencana Semua Kel/Desa
Kewenangan Kabupaten/Kota
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN - - 19,998,200.00 450,000,000.00
TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam - - 19,998,200.00 450,000,000.00
Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota
1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 19,998,200.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 450,000,000.00
Rehabilitasi serta Pemeliharaan Semua UMUM (DAU)
Sarana dan Prasarana Taman Kecamatan,
Makam Pahlawan Nasional Semua Kel/Desa
Kabupaten/Kota
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG - - 3,607,242,126.00 3,947,887,000.00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan - 3,196,246,026.00 3,498,887,000.00
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima 22 3,196,246,026.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 3,498,887,000.00
Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Semua UMUM (DAU)
Kecamatan,

Semua Kel/Desa
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X.XX.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

10,999,600.00

49,000,000.00

X.XX.01.2.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 9,999,600.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 48,000,000.00
Perlengkapan Kantor yang Semua UMUM (DAU)
Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
X.XX.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket 1 Paket 1,000,000.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 1,000,000.00
Bahan/Material yang Semua UMUM (DAU)
Disediakan Kecamatan,
Semua Kel/Desa
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - 399,996,500.00 400,000,000.00
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 399,996,500.00 | Kab. Natuna, DANA ALOKASI 400,000,000.00
Bangunan Lainnya yang Semua UMUM (DAU)
Dipelihara/Direhabilitasi Kecamatan,
Semua Kel/Desa
JUMLAH 7,370,303,437.00 8,762,629,300.00
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2025-2029.
Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan urusan sosial yang bermanfaat guna
mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil
sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Dinas Sosial agar mengawal
pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat
teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.

2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kaidah-kaidah yang berlaku;

3. Guna memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan Sub
Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan
datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Sosial melaksanakan Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing.

2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna
memastikan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Sosial Tahun 2026, maka penetapan
prioritas pembangunan pada urusan sosial diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan
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perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2026, mendorong peningkatan
kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang
menangani urusan sosial. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja
tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana

Strategis (Renstra) tahun 2025-2029.

Ranai, 24 September 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna

2 Ns

“PURYANTI, SP., M.A.P
NIP. 19750706 200003 2 008
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